BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2009

| TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAR YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang . : & bahwa untuk terwujudnya pengelolaan barang milik daerah
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan
keterbukaan, efisiensi, skuntabilitas dan kepastian nilai perlu
 ditetapkan pedoman pengelolaan barang milik dacrah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu
Qanun. '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 teatang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Kelistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Acch (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambehan Lembaran
Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
_Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undengan (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349); d




6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); '

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan -
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 534,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

. 10. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dacrah;

11. Pecaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Qanun Provinsi Nanggroe Acch Darussalam Nomoi‘ 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAR RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
' dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

. BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

- Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten edalah Kabupaten Simeulue;

b. Pemerintah Kabupsten adalzh Pemerintsh Kabupaten Simeulue;

¢. Bupsti adalah Bupati Simeulue;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwekilan Rakyat Kabupaten
Simeulue yang selanjutnya disebut DPRX Simeulue;
Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Simeulue;

£ Barang milik daersh adalah semua barang yang dibeli atau diperolch atas beban
APEK atan berasal dari perolchan lainnya yang sah;

g. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah;

&




Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja

perangkat daerah;

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik

daerah;

Kuasa pengguna barang adaleh kepala satuan ketja atau pejabat yang ditunjuk oleh

pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam pengguasaannya

dengan sebaik-baiknya;

Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan

dan mengeluarkan barang; : - '

Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah

dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat dserah/unit

kefja;

Satuan Kerja Perangkat Daerzh yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat

dacrah selaku pengguna barang; '

Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang;

Perencanaan kebutuhan adalah kegistan merumuskan rincian kebutuhan barang

milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telsh lalu dengan

keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan

datang;

Penggunasn adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola

dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi instansi yang bersangkutan;

- 'Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daersh yang tidak dipergunakan
* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai,

kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bengun guna sersh dengan tidak

mengubah status kepemilikan; :

Sewa adalah pemanfaatan barang milik dacrah oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dan menerima imbalan uang tunai;

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunasn barang antara pemerintah Daerah

dengan pemerintah Pusat dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan

kembali kepada pengelola barang;

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan

pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnys;

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik dacrzh berupa tanah oleh pihak

lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atan sarana berikut fasilitasnya,

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang

teleh disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tansh -beserta bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya seteleh berakhirnya jangka waktu;

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak

lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan

setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;

. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari dafiar barang

dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk

membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang

dari tanggung jawsb administratif dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya;

Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai

tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau

disertakan sebagai modal pemerintah;

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan berang millk daerah kepada pihak lain

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;




bb.,

CC.

dd.

€e.

)

@

()

n

@

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan

antara pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat, antar pemerintah daerah atau
antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam
bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;

Hibsh adalsh pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak
lain, tanpa memperoleh penggantian;

Penyertaan modal dacrah adalah pengaliban kepemilikan barang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisshkan ‘menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan scbagai modal/saham dacrah pada Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya;

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Inventarisasi adalzh kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan
hasil pendataan barang milik daerah;

Penilaian adaleh suatu proses kegiaatan penelitian yang selektif didasarkan pada
data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/tehnik tertentu
untuk memperoleh nilai barang daerah;

Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Dacrah adalah pembakuan ruang
kantor, perlengkapan kantor, ramah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang
memerlukan standarisasi;

. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesusai jenis, spesifikasi

dan kualitas datam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal2

Barang milik daerah meliputi :
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
b. barang yang berasal dari perolchan lainnya yang sah.

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b meliputi;

a. barang yang diperolch dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c. barang yang diperolch berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Barang milik daerah terdiri dari :

a. barang inventaris;

b. barang habis pakai,

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daeralr dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, ekuntabilitas dan
kepastian nilai;

Pengelolaan barang milik daerah meliputi :

perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

pengadaan;

penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

penggunaan;

penatausahaan;

pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian;

penghapusan;

pemindahtanganan; -

pembinaan,pengawasan dan pengendalian
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. pembiayaan; dan
m. tuntutan ganti rugi.

BAB I
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daersh berwenang
dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah;

Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
a. Sekretaris Dacrah selaku pengelola;
b. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selakn
pembantu pengelola;
Kepala SKPD selaku pengguna;
Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna;
Penyimpan barang milik daerah; dan
Pengurus barang milik daerah.
Pasal §
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Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik dacrah mempunyai

wewenang

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanzh dan

- bangunan;

¢. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
pcrsctujuan DPRD; .

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang m:hk daecrah
sesuai batas kewenangannya;

f menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain zanah dan/atau
bangunan.

Sekretaris Dacrah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

¢. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemcliharaanlpctawatan barang
milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisesi barang milik daerah; dan

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik dacrah,

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku
pembantu  pengelola  bertanggungjawab mengkoordlmr pcnyclenggaraan
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD;

Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah berwenang dan

bertanggungjawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan barang lmhk daerah bagi SKPD yang
dipimpinnya kepada Bupati melalui pembantu pengelola;

b. mengajuken permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya
yang sah kepada Bupati melalui pembantu pengelola;

¢. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik dacrah yang berada dalam
penguesaannya;

d. menggunakan barang milik daersh yang berada dalam penguasaanya untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannys; '
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